
3. Undang-Undang . 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari 

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran · Negara 

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang 

Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam 

Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 

Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang­ 

Undang Nomor 7 Tahun 1965 .tentang Pembentukan 

Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah 

Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 2755); 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud pada huruf~a, perlu menetapkan Peraturan 

Bupati tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran. 

Pendapatan dan Belanja Daerah, maka perlu diatur 

mengenai Tata Cara Pergeseran Anggaran; 

rangka pelaksanaan Anggaran a. bahwa dalam 

BUPATI DATANG HARi, 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

TENTANG 

TATA CARA PERGESERAN ANGGARAN 

PERATURAN BUPATI BATANG HARi 
NOMOR: I;, TAHUN 2017 

BUPATI BATANG HARi 
PROVINS! JAMB!· 

Mengingat 

Menimbang 

ACER
SALINAN



9.Peraturan . 

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 

Perubahan Kedua atas Undang Nomor 23 Tahun 2014 

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

7. Undang-Undang Nornor 12 Tahun 2011: tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5234); 

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

P-erimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4438); 

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4400); 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 · tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia N omor 4355); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2003 Nomor 4 7, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4286); 
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6.Keuangan . 

1. Daerah adalah Kabupaten Batang Hari. 
2. Pemerintah Daerah adalah Kepaia Daerah sebagai unsur Penyefenggaraan 

Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan 
yang menjadi kewenangan Daerah Otonom. 

3. Bupati adalah Bupati Batang Hari. 
4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Ba tang Hari 
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Hari. 

Pasal 1 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PERGESERAN 
ANGGARAN. 

Menetapkan 

MEMUTUSKAN: 

12. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 11 
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang 
Hari Tahun 2016 Nomor 11); 

11. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 5 
Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2006 
Nomor 5); 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang 'Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 
sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ten tang 
Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 13 Tahun 2006 (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 
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16.Dokumen . 

6. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka 

penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang 

termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan 

hak dan kewajiban daerah tersebut. 

7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat 

APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang 

Hari. 

8. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD 

adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai 

tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara 

Umum Daerah. 

9. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah 

perangkat daerah pada pemerintahan daerah selaku Pengguna Anggaran/ 

Barang. 

10. Kinerja adalah keluaran/hasil kegiatan/program yang akan atau telah 

dicapai sehubungan dengan pengguna. -~ggaran dengan kwantitas dan 

kwali tas yang terukur. 

11. Program adalah penjabaran kebijakan OPD dalam upaya yang berisi satu 

atau lebih kegiatan dengan mengunakan sumber daya yang disediakan 

untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi OPD. 

12. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau 

lebih unit kerja pada OPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur 

pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan 

sumber daya baik berupa personal (sumber daya manusia), Barang modal 

termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari berberapa 

atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk 

menghasilkan keluaran (output] dalam bentuk barang/ jasa. 

13. Sasaran (target) adalah hasil yang diharapkan dari suatu program atau 

keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan. 

14. Keiuaran (output) adaiah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan 

yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan 

program dan kebijakan. 

15. Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat DPA­ 

PPKD adalah dokumen pelaksana anggaran Pejabat Pengelola Keuangan 

Daerah selaku Bendahara Umum Daerah. 
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anggaran. 

(1) Kepala OPD mengajukan usulan pergeseran anggaran secara tertulis 

dengan dilengkapi penjelasan anggaran yang mengalami perubahan baik 

yang berupa penambahan dan/atau pengurangan akibat dari pergeseran 

Pasal3 

(1) Pemerintah Daerah dapat melakukan pergeseran anggaran: 

a. antar unit organisasi, antar p:rog:ram1 antar kegiatan, antar jenis belanja; 
b. an tar objek belanja dalam jenis belanja berkenaan; dan 

c. antar rincian objek belanja dalam objek belanja berkenaan. 

(2) Pergeseran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi: 

a. keadaan darurat; 

b. keadaan luar biasa; dan 

c. dana-dana khusus yang diterima pemerintah Daerah yang belum 

ditampung dalam APBD karena adanya ketentuan peraturan perundang­ 

undangan serta adanya kebijakan pemerintah yang bersifat strategis. 

(3) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b 

dan huruf c dapat dilakukan sepanjang : 

a. pergeseran tidak mengubah sasaran (target} program; dan 

b. pergeseran tidak mengubah keluaran (ouput) kegiatan; 

Pasal 2 

BAB II 
MEKANISME PERGESERAN 

16. Dokumen Pelaksanaan Anggaran OPD yang selajutnya disingkat DPA-OPD 

dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap OPD yang 

digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran. 

1 7. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran PPKD yang selanjutnya 

disingkat DPPA-PPKD adalah dokumen pelaksanaan Perubahan anggaran 

Pejabat Pengelola Keuangan .Daerah Selaku Bendahara Umum Daerah. 

18. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran OPD yang sslanjutnya 

disingkat DPPA-OPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan 

belanja setiap OPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh 

pengguna anggaran. 
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(2)Anggaran . 

(1) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) 

dituangkan dalam Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD, 

untuk selajutnya dianggarkan dalam :rancangan peraturan daerah tentang 
oerubahan A PBD P'-'.L\.A.U .L ..&. J...I..J.. • 

Pasal 6 

(1) Pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis 

belanja sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) huruf a, dilakukan setelah 

mendapat persetujuan dari Bupati dan diberitahukan kepada DPRD serta 

dilakukan atas persetujuan Sekretaris Daerah dan disahkan oleh PPKD. 

(2) Pergeseran anggaran antar objek belanja dalam jenis belanja berkenaan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b dilakukan setelah 

mendapat persetujuan Sekretaris Daerah dan disahkan oleh PPKD 

(3) Pergeseran anggaran antar rincian objek belanja dalam obyek belanja 

berkenaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c 

dilakukan setelah mendapat persetujuan dan disahkan oleh PPKD. 

Pasal 5 

Pengajuan pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) 

huruf b dan huruf c, dilaksanakan paling lambat akhir bulan Juni. 

Pasal 4 · ·, 

(2) Pengajuan usulan pergeseran anggaran antar unit orgamsasi, antar 

kegiatan, dan antar jenis belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 

ayat (1) huruf a, disampaikan Kepala OPD kepada Bupati melalui PPKD. 

(3) Pengajuan usulan pergeseran anggaran antara obyek belanja dalam jenis 

belanja berkenaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b 

disampaikan kepala OPD kepada Sekretaris Daerah melalui PPKD. 

(4) Pengajuan usufan pergeseran anggaran antar rincian objek belanja dalam 

objek belanja berkenaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) 

huruf c, disampaikan Kepala OPD kepada PPKD. 

(5) Pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis 

belanja serta pergeseran antar objek belanja dalam jenis belanja dan antar 

rincian objek belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan 

ayat (4y diforrnulasikan dalam DPPA. 

(6) Contoh Format DPPA sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan II 

Peraturan Bupati ini. 
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Diundangkan di M uara Bulian 
Pada Tanggal LI e- 2. - 201 7 
Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG HAR! 

Muara Bulian 
Ll-L 2017 

Ditetapkan di 
Pada Tanggal 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengudangan Peraturan 

]}µpag. ini dengan penempatannya dalam :Serita,. Daerah Kapupaten B~tang 

Hari. 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundan~kan. 

Pasal 7 

BAB III 
KETENTUAN PENUTUP 

(2) Anggaran yang mengalami perubahan baik yang berupa penambahan 

dan./ atau pengurangan aldbat pergeseran sebagaimana dimaksud pada 
ayat ( 1) harus dijelaskan dalam kolom keterangan Peraturan Bupati 

tentang Penjabaran Perubahan APBD. 
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DOKUMEN PELAKSANA PERUBAHAN ANGGARAN NOMOR DPPA Formulir 

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DPPA-OPD 2.2.1 

PEMERINTAH KABUPATEN BATANG HARi 
TAHUN ANGGAF{AN ........ 

Urusan Pemerintahan 
Organisasi ' 
Proqrarn 
Keoiatan 
Lokasi Kegiatan 
Jumlah Tahun n-1 
Jumlah Tahun n 
Jumlah Tahun n+1 

Perubahan lndikator & T olok ukur Kinerja Belanja Langsung 

Rencana Kerja Angga~n Perubahan 
Tolok Ukor Kinerja Target Kinerja 

lndikator Sebelum Perubahan ,I Setelah Penlbahan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan , 
Capaian Program 
Masukan 
Keluaran 
Hasll 
Kelompok sasran 

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan P~r Kegiatan Organisasi Perangkat Daerah 

Sebelum Perubahan Setelah Pembahan Bertambah I 
I incian Perhltunqan Rlncian Perhitungan Berkurano . 

Kode Rekening Volume Satuan Harga Jumlah Volume Satuan Harga Jumlah Rp. % 
Ura Ian satuen (Rp) Satuan (Roi 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Mengesahkan : 
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH (PPKD) PENGGUNAANGGARAN 

NAMA NAMA 
NIP NIP 

CONTOH FORMAT bPPA 
2017 TANGGAL: 

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI BM"ANG HARi 
NOMOR : TAHUN 2017 

ACER
SALINAN



DOKUMEN PELAKSANA PERUBAHAN ANGGARAN NOMORDPPA Formulir 

PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH DPPA-PPKD 2.1 

PEMERINTAH KABUPATEN BATANG HARi 
T AHUN ANGGARAN •.•....• 

Urusan Pemerintahan 
Omanisasi 
Proa ram 
Keqiatan 
Lokasi Keoiatan 
Jurtjlah Tahun n-1 
JuniJah Tahun n 
Jumlah Tahun n+1 

PerubaM.n lndikator & Tolok ukur kinerja Belanja Langsung 
Rencana Kerja Anggaran Perubahan 

T olok U~ur Kinerja Target Kinerja 
lndikator Sebelum Perubahan Setelah Penlbahan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan 

~ 
Capaian Program 
Masukan 
Keluaran 
Hasil 
Kelomook sasran 

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per ~egiatan Pejabat Pengelola Keuangan Oaerah 

Sebelum Perubahan Setelah Pe111bahan Bertambah/ 
Rincian Perhitunqan Rincian Perhitungan Berkurang 

i<ode Rekening Volume Satuan Harga Jumlah Vtilume Satuan Harga Jumlah Rp. % 
Uraian. Satuan (Rp) Satuan (Rp) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Mengesahkan : 
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH (PPKD) PENGGUNA ANGGARAN 

NAMA NAMA 
NIP NIP 

CONTOH FORMAT DPPA 

TAHUN 201, 
2017 

NOMOR : 
TANGGAL: 

LAMPIRAN II: PERATURAN BUPATI BAITANG HARi 

ACER
SALINAN




